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BAB III 

BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 

 

A. Syarat Dan Prosedur Cakap Hukum 

1. Kecakapan Bertindak dan Tindakan Hukum 

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya 

berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum 

merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang 

lain, dengan melakukan tindakan tindakan hukum. Karena tindakan hukum 

merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka bisa 

dibayangkan betapa penting dan perlunya pengaturan tentang kecakapan dan 

kewenangan bertindak.  

Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. 

Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh 

anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua 

orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang 

menentukan lain.
1
 

Karena pengecualian itu diberikan dengan mengingat akan masing-

masing tindakan hukum, atas mana seseorang diberikan atau tidak diberikan 

kewenangan bertindak maka tidak bisa diberikan suatu patokan umum. Batas 

                                                           
1
 J. Satrio, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2001), hal. 29 



51 
 

usia kewenangan bertindak diberikan oleh undang-undang, untuk tiap tindakan 

hukum, sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa diberikan suatu patokan umum 

mengenai kewenangan bertindak itu sendiri. 

2. Dasar Kecakapan Bertindak 

Hukum berangkat dari asas bahwa manusia di dalam pergaulan hidup 

bebas untuk menyelenggarakan atau mengatur kepentingan hidupnya. Karena 

manusia (atau lebih luas persoon) mempunyai kewenangan hukum dan dalam 

batas-batas yang diberikan undang-undang bebas untuk mengatur sendiri 

hidupnya maka ia pada asasnya dalam penyelenggaraan hidupnya bebas 

menggunakan hak-haknya, terutama hak-hak kekayaannya sesuai dengan yang 

dikehendaki olehnya.  

Untuk itu, persoon dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk 

melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. 

Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum 

dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang 

melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.
2
 Karena akibat hukum dari 

tindakannya dikehendaki (dan akibat hukum sebagaimana diatur dalam 

ketentuan hukum yang bersifat menambah ”dianggap“ dikehendaki) maka 

dapat dikatakan bahwa tindakan hukum didasarkan atas kehendak si pelaku, 

dengan konsekuensi si pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan 

kehendaknya dengan benar. Selanjutnya, karena tindakan hukum bisa dan 

adakalanya memang mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas 

                                                           
2
 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum 

Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 

113 
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maka pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada 

mereka-mereka yang belum atau dianggap belum dapat merumuskan 

kehendaknya dengan benar dan belum atau dianggap belum dapat menyadari 

dengan benar atau sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Jadi, sekalipun 

setiap manusia mempunyai kewenangan hukum, tetapi demi perlindungan 

kepada mereka-mereka sendiri, ada di antara mereka yang oleh undang-undang 

dianggap belum mampu untuk melaksanakan sendiri hak-haknya. Ketentuan 

mengenai kecakapan bertindak yang nanti akan dikemukakan, yang dikaitkan 

dengan usia dewasa, bermaksud untuk melindungi si tidak cakap bertindak. 

Kita di sini melihat bahwa pembatasan kecakapan bertindak yang dikaitkan 

dengan usia, bermaksud memberikan perlindungan bagi mereka yang belum 

dewasa. 

B. Reasoning Cakap Hukum di Indonesia 

Norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan 

berjenjang-jenjang, di mana norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan 

bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, 

berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu 

norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (stufenbau des rechts).
3
 

Selanjutnya dikatakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan 

berjenjang jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-

kelompok, menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :  

1. Kelompok I  : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)  

                                                           
3
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perudang Undangan Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya, Cet. Sebelas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hal. 27   
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2. Kelompok II  : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)  

3. Kelompok III  : Formiele Gesetz (Undang-undang „formal‟)  

4. Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana & 

aturan otonom).
4
 

Pancaila memenuhi syarat menepati status sebagai Staatfundamental 

Norm, karena :  

1. Terjadinya atau lahirnya oleh pembentukan Negara;  

2. Isinya beruapa dasar Negara yang memuat asas kerohanian Negara, asas 

politik Negara, tujuan Negara.
5
 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Hamid S. Atamimi mengatakan 

bahwa Pancasila ialah cita hukum rakyat Indonesia, dijabarklan atau dirinci 

oleh UUD 1945 kedalam pasal-pasalnya, kedalam ketentuan-ketentuan Batang 

Tubuhnya.
6
 Kemudian I Dewa Gede Atmadja menegaskan bahwa hukum 

positif yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa: ”Pancasila 

merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. Kemudian dijelaskan 

dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa penempatan Pancasila 

sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta 

sekaligus dasar filosofi bangsa dan Negara, sehiingga setiap materi muatan 

                                                           
4
 Ibid., hal. 28 

5
 I Dewa Gede Atmajda, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia 

Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2010), hal. 64  
6
 Ibid., hal. 66 



54 
 

Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

yangg terkandung dalam Pancasila.
7
 

C. Ketentuan Cakap Hukum dalam Beberapa Substansi Hukum Positif 

Batas usia cakap hukum dijelaskan dalam beberapa substansi hukum 

yang berlaku di Indonesia, antara lain: 

1. Pasal 330 KUHPerdata 

Bergelijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

disingkat KUHPerdata, dalam sistematik yang dipakai KUHPerdata terdiri dari 

empat buku yaitu, Buku I; membahas tentang perihal orang (person), Buku II; 

membahas perihal benda, Buku III; membahas perihal perikatan, Buku IV; 

membahas perihal pembuktian dan lewat waktu (Daluarsa).
8
 Sedang hukum 

perdata sendiri ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara 

individu-individu dalam masyarakat.
9
 Dengan demikian, maka setiap peraturan 

yang dibuat dan diwujudkan kedalam sebuah peraturan perundang-undangan 

tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan norma-norma yang terdapat 

dalam Pancasila yang merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. 

Terkait dengan penentuan batas usia kecakapan hukum atau kedewasaan dalam 

sistem hukum di Indonesia yang memang berbeda-beda terjadi karena dasar 

pembentukan undang-undang tersebut dipertimbangkan dari susunan 

masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. 

                                                           
7
 Ibid., hal. 69 

8
 Subektia, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan ke-XXXII,  (Jakarta: PT. 

Intermasa, 2009), hal. 17  
9
 D. Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

hal. 15 
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Sehingga perbedaan aturan dalam penentuan batas usia cakap hukum yang 

terlihat berbeda-beda dari satu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya 

dimaksudkan untuk menjadi penengah aturan konsepsi-konsepsi hukum lain 

dalam masyarakat Indonesia yang masih kental sehingga tidak dapat 

disimpangi, sebagaimana yang terdapat dalam konsep hukum adat dan juga 

hukum Islam. Pertimbangan pembentukan aturan cakap hukum dengan 

mempertimbangkan ketentuan hukum adat dan hukum Islam dimaksudkan 

untuk tetap menjaga ideologi bangsa yaitu Pancasila. 

Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 

KUHPerdata yaitu:
10

 

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua 

puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila 

perkawinan itu  dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu 

tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan  

belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada 

di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam 

bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini. 

 

2. Pasal 47 Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
11

 

Maka dari bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat di pahami 

bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun di anggap 

                                                           
10

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-

31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 90 
11

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan 

Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria,  cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 

551 
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belum cakap hukum dan tentunya belum bisa di bebani suatu tanggung 

jawab hukum. Namun menjadi ketentuan lain apabila seseorang yang telah 

melangsungkan perkawinan meskipun secara usia belum sampai pada 18 

tahun, maka akan dianggap telah dewasa atau cakap hukum. 

3. Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam 

pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih 

dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus 

oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang 

tuanya.
12

  Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana 

dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun 

maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim 

berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak 

di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua atapun walinya. 

4. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum 

Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga 

kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum 

kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), hukum perwakafan (14 

pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga 

kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui jalan 

                                                           
12

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak 
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yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial 

politik yang terjadi di negeri ini.
13

 

Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan 

kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada 

pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak:
14

 

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri  atau dewasa adalah dua 

puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; 

dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat 

atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. 

 

Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan 

pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah 

perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. Namun 

apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara 

mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan 

seseorang yang belum berusia 21 tahun akan tetapi telah menikah, maka 

seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah 

dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

D. Relevansi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Hukum Positif 

Dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran 

tangung jawab dari suatu perbuatan karena dari kedewasaan suatu perbuatan 

dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat 

terlihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan pengelompokan 

pada suatu tindakan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh orang-

                                                           
13

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo), hal. 12 
14

 Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991) 
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orang yang telah dewasa. Sebagai contoh, ketentuan pasal 1320 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek 

hukumnya cakap bertindak. Pengertian cakap bertindak memiliki korelasi erat 

dengan kedewasaan. Karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang 

yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum 

dewasa/ minderjarigen.  

Meruntut kepada penjabaran yang telah penulis utarakan  mengenai 

batas usia kecakapan hukum perspektif hukum positif , terdapat perbedaan 

dari masing-masing substansi hukum dalam menentukan batas usia dimana 

seseorang dinyatakan dewasa sehingga tergolong sebagai orang-orang yang 

cakap hukum. 

Paradigma hukum yang berbeda dalam menentukan batasan 

kedewasaan seseorang berdasarkan usia antara satu aturan hukum dengan 

aturan hukum yang lain memang telah melalui pertimbangan filosofis maupun 

personalitas. Sebagaimana yang di sampaikan Rasjim Wiraatmadja: 

Dalam BW, kedewasaan dikaitkan dengan sejumlah tahun tertentu. 

Karena kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan 

hukum maka pembuat undang-undang (BW) berangkat dari anggapan 

bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah 

menikah sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan 

sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya, dan 

karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum 

(handelings-bekwaam). Karena anggapan tidak selalu sesuai dengan 

kenyataan maka ketentuan usia dewasa bisa tidak sesuai dengan 

realitanya. Bisa saja ada di antara mereka yang sudah berusia 21 

tahun, masih tetap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan 

benar dan belum dapat secara umum mengukur akibat hukum dari 

tindakannya. Namun demikian, demi kepastian hukum agar tidak ada 

keragu-raguan mengenai kecakapan bertindak seseorang maka 
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ditetapkan saja ukuran 21 tahun. Patokan 21 tahun untuk mengukur  

kedewasaan  di Indonesia dimulai sejak tahun 1905.
15

 

 

Akan tetapi bagaimanakah relevansi batas usia kecakapan hukum 

yang kualifikasinya memiliki keanekaragaman (plural) menurut satu aturan 

hukum dengan aturan hukum yang lain jika dihubungkan dengan keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang merupakan tujuan dari suatu 

proses peradilan dalam pengadilan. 

1. Akibat Pluralitas Kecakapan Hukum Dalam Hukum Positif 

Setiap undang-undang yang memiliki perbedaan dalam mengatur 

dan menentukan batasan usia sebagai bentuk kedewasaan tidak menutup 

kemungkinan akan saling bertemu dalam keadaan tertentu diantara 

beberapa aturan hukum. Sebagai contoh pada saat proses sidang tilang atas 

pelanggaran undang-undang LLAJ. Dalam sproses sidang tilang dapat 

diambil beberapa ketentuan undang-undang dari satu paradigma aturan 

hukum yang akhirnya berhadapan dengan paradigma hukum lainya. 

Diantaranya mengenai batasan usia seseorang diperbolehkan 

memiliki SIM. Sorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan Pasal 81 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah berhak untuk 

mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) sedangkan menurut UU 

Pengadilan Anak usia 17 tahun masih berada dalam katagori anak, 

sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudian 

                                                           
15

 Rasjim Wiraatmadja, Persetujuan Istri/Suami untuk Menjaminkan Harta 

Bersama dan Batas UmurKedewasaan bagi Seorang Calon Nasabah untuk Membuka 

Rekening serta Meminjam Uang kepada Bank, ( Media Notariat, No. 10 Tahun IV, 1989), 

hal. 89 
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disidangkan di pengadilan maka seharusnya tunduk pada UU Nomor 3 

Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang proses persidangannya harus 

menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak. Sebagaimana 

yang disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem 

Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka (3) yaitu Anak yang berkonflik 

dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.  

Dalam kasus yang lain seorang anak yang berusia 15 tahun 

menurut Pasal 171 KUHAP telah bisa memberikan keterangan sebagai 

saksi di bawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan 

keterangannya.
16

 akan tetapi apabila dihadapkan dengan Undang-Undang 

Perlidungan Anak seorang yang berusia 15 tahun harus diperlakukan 

selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa.
17

 Bahkan yang lebih 

kontradiktif adalah apabila ketentuan dalam pasal 171 KUHAP 

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP bahwa Hakim 

ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 

tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
18

 

Melalui kualifikasi batas usia cakap hukum atau dewasa dari 

berbagai paradigma hukum ini tentunya akan memunculkan suatu keadaan 

yang berlawanan, dimana pada satu sisi hukum telah memberikan 

kewajiban kapada seseorang yang berusia 15 tahun untuk bersaksi di 

                                                           
16

 Tim Penyusun, Buku Lengkap KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Diva Press), hal. 227 
17

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 78 
18

 Tim Penyusun, Buku Lengkap KUHP dan KUHAP . . ., hal. 228 
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bawah sumpah, namun di sisi lain seseorang yang berusia 15 tahun belum 

bisa menghadiri sidang karena masih tergolong anak-anak. Tentunya, 

terkait perbedaan ketentuan batas usia seseorang boleh menjadi saksi atu 

diperkenankan menghadiri suatu proses persidangan perlu dicermati ulang 

untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam ketentuan KUHAP 

antara Pasal 171 dengan Pasal 153 Ayat (5) jelas memiliki korelasi yang 

tidak sejalan. Diukur berdasarkan nilai tanggung jawab dan resiko yang 

diemban, menjadi saksi di bawah sumpah memiliki resiko yang lebih berat 

dibandingkan dengan sekedar menghadiri sidang. Mengingat seseorang 

yang bersaksi dibawah sumpah diancam dengan Pasal 242 KUHP apabila 

keterangan orang yang memberikan kesaksian tidak benar atau 

mengandung kebohongan. Dan menurut Pasal 161 KUHAP anak yang 

telah berusia 15 tahun dapat dikenakan sandera apabila menolak untuk 

bersumpah.  

Konflik di dalam praktek terkait batas kedewasaan kerap terjadi 

ketika dalam suatu peristiwa hukum memiliki esensi titik singgung dari 

beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda 

maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang 

mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas 

kedewasaan yang sama dari perbedaan kualifikasi batas usia seseorang 

diperbolehkan menjadi saksi dan menghadiri sidang untuk memperoleh 
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keseragaman untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan keragu-

raguan bagi para pelaksana penegakan hukum dilapangan.   

2. Hukum Dalam Teks dan Hukum dalam Kenyataan 

Menurut pada berbagai literatur jelas dapat dipahami bahwa tujuan 

hukum adalah sebagai jembatan untuk menciptakan kehidupan manusia 

yang tertib, disiplin dan aman dalam masyarakat. Namun yang menjadi 

permasalahan adalah ketika sistem hukum yang dibuat belum mampu 

memberikan realisasi yang nyata untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu 

sendiri, sehingga efektifitas hukum pun akhirnya dipertanyakan. 

Salah satu yang menjadi penyebab ketidakefektifan hukum adalah 

batas usia seseorang untuk bisa dikatakan cakap hukum atau mampu untuk 

diberikan tanggung jawab hukum yang masih rancu antara aturan hukum 

yang satu dengan aturan hukum yang lain. Batas usia kecakapan hukum 

akan menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dari usia kecakapan 

sesorang, sistem hukum nasional mengambil keputusan untuk pemberian 

kewenangan bagi seseorang untuk melakukan peristiwa hukum atau 

pemberian sanksi yang berbeda antara orang yang dianggap anak-anak 

atau yang telah cakap secara usia (dewasa) ketika melakukan suatu tindak 

pidana.
19

 Akan tetapi penerapan norma hukum yang berlaku dengan fakta 

hukum dimasyarakat terdapat “kanibalisme”. Kata kanibalisme ini 

digunakan karena antara batas ketentuan usia cakap hukum antara 

substansi hukum yang satu mengesampingkan aturan hukum yang lain. 
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Salah satu praktik penerapan kanibalisme hukum dalam 

masyarakat dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan perkawinan 

di Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat (1), bahwa yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sementara pada 

ketentuan lain dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak 

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 

16 Tahun.  

Selanjutnya dalam hal perkawinan, Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai dispensasi perkawinan 

yang disebutkan dalam pasal (2) yang berbunyi dalam hal penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

pihak wanita.
20

 

Apabila dicermati pasal demi pasal dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didapati fakta terjadinya tumpang tindih 

aturan hukum. Pada pasal 47 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa ketentuan 

seseorang dianggap dewasa apabila seseorang tersebut telah mencapai usia 

18 tahun, namun dalam pasal 7 ayat (1) seorang perempuan yang telah 

mencapai 16 tahun diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.  
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Menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) dapat diartikan usia 16 tahun 

sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 ayat (1) masih tergolong usia 

anak-anak atau seseorang yang dianggap belum dewasa atau cakap hukum. 

Padahal jelas bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang 

berarti dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan hukum.
21

  

Maka dalam hal ini pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

hukum yaitu kedua mempelai terkena akibat hukum berupa pertanggung 

jawaban sebagai suami dan istri semenjak kedua mempelai dinyatakan sah 

dimata hukum positif. Ketentuan batas usia 16 tahun seseorang diizinkan 

untuk menikah seolah menyimpangi ketentuan seseorang dinyatakan 

dewasa dalam pasal 47 ayat (1) sehingga bagaimana seseorang yang belum 

dewasa secara ketentuan hukum dapat dibebani suatu tanggung jawab 

hukum.  

Selanjutnya mengenai kebijakan hukum tentang dispensasi kawin 

dalam pasal 7 ayat (2) yang disebutkan ketentuan dalam pasal ini dapat 

menyimpangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1). Secara mendasar pasal 7 

ayat (2) Undang-undang perkawianan mendorong lebih luas terjadinya 

perkawinan anak terutama dengan penggunaan frasa penyimpangan tanpa 

ada penjelasan yang lebih spesifik terhadap penyimpangan yang 

dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut. 
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Menurut data resmi monitoring dan evaluasi yang diperoleh dari 

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2013 di 9 provinsi, sekitar 22 % 

anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun, 12 % 

diantaranya menikah dibawah usia 15 tahun.
22

 Argumen pada pasal 7 ayat 

(1) sebenarnya telah memiliki aturan jelas mengenai batas usia seseorang 

diizinkan untuk menikah, namun ketentuan pada pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan yang pada akhirnya kemudian menjadikan kabur 

ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan karena tidak 

adanya ketentuan yang jelas baik dari segi usia seseorang diberikan 

dispensasi kawin maupun alasan lain sebagai penjelas dari penggunaan 

frasa penyimpangan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan, sehingga aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan memiliki efektifitas yang kurang dalam 

implementasinya di masyarakat. 

Satu contoh lain efektifitas kecakapan hukum dari segi hukum 

pidana dapat dilihat dari maraknya kasus hukum yang dialami oleh anak-

anak, baik anak-anak dalam hal ini menjadi korban atau pelaku. Diantara 

beberapa kasus hukum anak, kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan 

pembunuhan yang dilakukan oleh RAL terhadap EP adalah kasus yang 

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pelaku maupun 

korban pada kasus ini masih tergolong anak-anak secara hukum. Namun 

kejahatan yang dilakukan RAL tergolong kedalam kejahatan luar biasa 
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sehingga proses peradilan RAL yang menerapkan Undang-undang Pidana 

Anak mendapatkan pro-kontra dari masyarakat.
23

 

Sebagaimana yang disampaikan Ajun Komisaris Besar Sutarmo: 

Polres Metro Tangerang telah menetapkan tiga laki-laki sebagai 

tersangka pembunuh, penganiaya, serta pemerkosa Eno Parinah 

(18) yang ditemukan tewas di dalam kamar mes PT. Polyta Global 

Mandiri, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jum‟at (13/5) lalu. 

Mereka adalah RAL (15), RA (23), dan IH (23). Ketiga tersangka 

sudah mengakui perbuatannya. Sebelum membunuh korban dengan 

sadis, mereka memperkosanya secara bergantian.
24

 

 

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi seseorang 

adalah umur. Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan serta pemerkosaan 

yang dilakukan oleh RAL, tolak ukur batas usia pertanggungjawaban 

hukum atau kecakapan hukum menjadi masalah yang penting bagi 

penegak hukum ataupun terdakwa untuk selanjutnya dapat diadili dalam 

sidang anak atau sidang pidana biasa.  

Proses peradilan dengan mengklasifikasikan kecakapan hukum ini 

menjadi sesuatu yang sangat penting karena tindakan hukum bisa dan 

adakalanya mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas. Maka 

pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan kepada 

orang-orang yang dianggap belum dapat merumuskan kehendaknya 

dengan benar dan dianggap belum dapat menyadari sepenuhnya akibat 

hukum dari perbuatannya. Maka dari itu, ketentuan batas usia kecakapan 

hukum yang terkait dengan kedewasaan dibuat untuk memberikan 
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perlindungan  kepada orang-orang yang dianggap belum memenuhi batas 

usia cakap hukum atau belum dewasa.
25

 

Masalah umur sebagai batas kedewasaan dalam suatu tindak pidana 

tentunya harus dikaitkan dengan saat melakukan tindakan pidana. Terkait 

masalah umur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ayat (1) mengatur 

sebagai berikut: 

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak 

adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 

tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.
26

 

 

Kemudian, ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada anak yang 

melakukan tindak pidana antara lain sebagai berikut: 

a. Pidana yang dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa [vide pasal 26 

ayat (1)]. 

b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 

atau seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun [vide pasal 26 ayat (2)]. 

c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak 

pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan berupa menyerahkan 
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kepada Negara untuk mengikuti pendidikkan, pembinaan, dan latihan 

kerja ([vide Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b]. 

d. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa (vide Pasal 27). 

e. Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa [vide pasal 28 

ayat (1)].
27

 

Kemudian jika aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 diterapkan pada kasus tindak pidana yang dilakukan 

oleh RH, maka secara literatur RH memang masih tergolong sebagai anak-

anak karena pada saat terjadinya tindak pidana RH masih berusia 15 tahun. 

RH telah menjalani proses sidang yang memasuki sidang kedua 

atau sidang lanjutan atas tindakan pemerkosaan dan pembunuhan yang 

dilakukannya terhadap EF dengan agenda pembacaan tuntutan 

sebagaimana yang diberitakan Jawa Pos: 

Sidang lanjutan kasus pembunuhan EP (18) dengan Terdakwa RAL 

(15) digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 

Jum‟at (10/6). Jaksa Penuntut umum (JPU) ternyata hanya 

menuntut terdakwa berusia 15 tahun itu dengan hukuman 10 tahun 

penjara. Pengacara RAL, Alfan Sari, mengatakan tuntutan jaksa 

pada undang-undang anak yang berlaku. RAL yang masih berada 

dibawah umur mendapatkan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
28

 

 

Adanya kekhususan yang terjadi pada kasus pembunuhan serta 

pemerkosaan yang dilakukan oleh RAL sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menimbulkan perbedaan dalam 
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proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan tersebut melingkupi hal yang 

berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan atau prosedur 

peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.
29

 

Terlepas dari pro kontra mengenai proses peradilan kasus 

pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh RAL, dimana 

kontradiktif dari masyarakat lahir karena dipicu dari rasa ketidakpuasan 

atas tuntutan vonis jaksa yang dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding 

atas kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan 

oleh terdakwa RAL. Suatu tindak kejahatan tersadis selama kurun waktu 

10 tahun terakhir, yang ironinya pelaku atau terdakwa masih berada 

dibawah umur.
30

 Para penegak hukum diharuskan memiliki integritas yang 

baik dalam menangani proses peradilan kasus pemerkosaan dan 

pembunuhan ini, mengingat esensi dari tujuan hukum dan peradilan adalah 

kepastian, dan keadilan.  

Pada kasus inilah kemudian dipertanyakan, apakah batas usia 

dewasa yang tertulis dalam literatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 merupakan aturan hukum yang cukup efektif  dapat 

memenuhi unsur keadilan bagi korban maupun terdakwa apabila 

dihadapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa RAL yang 

secara hukum masih dipandang sebagai anak namun secara sadar dan 

faham akan konsekwensi hukum mampu melakukan sebuah tindak pidana 

luar biasa. 

                                                           
29

 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan . . ., hal. 3-5 
30

 http://okezone.com//html. diakses pada tanggal 18 Mei 2016, Pada pukul 17.00 

Wib. 

http://okezone.com/html


70 
 

Untuk itu, sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai 

diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, seorang yang secara 

hukum masih dipandang anak-anak, harus didampingi petugas sosial yang 

membuat case study dalam sidang. Laporan sosial oleh petugas sosial ini 

merupakan bagian terpenting dalam sidang anak. Dimana laporan ini 

dibuat oleh BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetahuan Anak). 

Adapun yang tercantum dalam case study ialah gambaran keadaan 

anak yang berupa: 

a. Masalah Sosial Anak 

b. Kepribadian Anak 

c. Latar belakang kehidupan anak, seperti riwayat sejak kecil, pergaulan di 

dalam dan luar rumah, dan hubungan antara bapak, ibu, saudara, dan 

lain-lain. Serta latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut.
31

 

Pada prinsipnya kewenangan pengadilan anak sama dengan 

pengadilan perkara pidana lainnya. Meski berprinsip sama, namun yang 

harus digarisbawahi adalah pengklasifikasian seseorang dipandang anak-

anak atau telah dewasa untuk selanjutnya ditentukan proses peradilannya. 

Karena dari proses peradilan di Pengadilan Anak dan Pengadilan biasa 

inilah yang nantinya akan melahirkan sanksi hukum yang sangat berbeda. 

Akan terasa kurang adil apabila seseorang pelaku tindak pidana yang telah 

matang jiwanya serta sadar dan paham akan perilakunya tetap dianggap 
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sebagai anak. Sehingga sanksi hukum yang diputuskan akhirnya tidak 

memberikan efek jera yang merupakan salah satu tujuan dari hukum. 

Terkait dengan kecakapan, terdapat beberapa putusan dan 

penetapan pengadilan yang mengisyaratkan kecakapan berdasarkan 

batasan umur. Dari produk pengadilan yang penulis telusuri dari Direktori 

Putusan Mahkamah Agung, belum ditemukan produk pengadilan yang 

menjabarkan tentang pengertian maupun batasan kecakapan.  

Penetapan atau putusan dari pengadilan berangkat dari penerapan 

hukum tentang pengaturan dewasa atau tidak berada dibawah umur, untuk 

kemudian ditarik pemahaman bahwa ketika telah memenuhi unsur dewasa 

atau tidak lagi berada di bawah umur, maka menjadi cakap untuk berbuat 

dalam hukum. Dengan demikian, ketika seseorang dipandang tidak 

memenuhi unsur dewasa untuk berbuat hukum, orang tua atau wali yang 

mewakilinya yang akan memikul tanggung jawab hukum yang 

ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang belung cakap hukum. 

Berikut ini beberapa produk mengenai putusan dan penetapan 

hakim yang melibatkan orang-orang yang dianggap belum cakap hukum 

atau dianggap masih berada di bawah umur: 

a. Gugatan Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 

 

1) Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 12/pdt/G/1991/PN-SIGI 

Tanggal 24 September 1991 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh di 

Banda Aceh No. 7/ PT/1992/PT-Aceh Tanggal 24 September 1992 
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jis. Putusan MA RI No. 2574 K/Pdt/1992 Tanggal 26 Februari 

1994.32 

Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat I, yang telah 

berumur 20 tahun, masih berada di bawah umur. Dengan demikian, 

tergugat II selaku orang tuanya bertanggung jawab menanggung 

kerugian atas perbuatan anaknya tersebut.  

Dalam kasus ini, majelis hakim tidak menguraikan dasar 

hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan 

seseorang berada di bawah umur. Majelis hakim juga tidak 

menjelaskan parameter batasan umur yang digunakan untuk 

menentukan keadaan dewasa atau di bawah umur tersebut. Hanya 

dilakukan klasifikasi bahwa tergugat I yang berumur 20 tahun 

masih berada di bawah umur.  

Dengan demikian, majelis hakim menggunakan batasan umur 

21 tahun untuk menentukan dewasa atau tidak di bawah umur. 

Untuk peristiwa yang terjadi setelah tahun 1974, apabila merujuk 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

maka ketika mengklasifikasikan seseorang berada di bawah umur 

atau sudah dewasa, setidaknya akan bersinggungan dengan Pasal 

330 BW atau Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak 

menyebutkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan, juga tidak 

menyebut batasan umur yang digunakan sebagai parameter 
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penentuan batasan dewasa atau di bawah umur maka putusan ini 

menjadi tidak  memiliki  landasan  hukum yang kuat.  

2) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 

33/Pdt.G/1998/PN.PMS Tanggal 14 April1998 jis. Putusan 

Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 

306/Pdt/1999/PT.MDN Tanggal 22 November 1999 jis. Putusa MA 

RI No. 2149 K/Pdt/2000 Tanggal 11 Desember 2001.33 

Majelis hakim berpandangan bahwa tergugat I yang berumur 

18 tahun 1 bulan dianggap  belum dewasa sehingga orang tuanya 

turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya 

karena melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut majelis 

hakim, meskipun untuk perbuatan penganiayaan yang dilakukan 

tergugat I telah diadili dalam pengadilan umum biasa, bukan 

pengadilan umum untuk anak, hal tersebut tidaklah mengandung 

arti bahwa terdakwa memperoleh perubahan status menjadi orang 

dewasa. 

Maksud dari sidang Peradilan Anak dalam UU No. 3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak adalah dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara 

utuh, serasi, selaras, dan seimbang sehingga terdakwa yang dalam 

umur 8 tahun sampai dengan umur belum genap 18 tahun perlu 

memperoleh perlakuan yang bersifat pembinaan dan perlindungan, 
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mengingat anak-anak adalah bagian dari generasi muda sebagai 

salah satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan 

penerus cita-cita bangsa.  

Menurut majelis hakim, batasan umur yang digunakan untuk 

menentukan kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun penuh 

sehingga meskipun telah memiliki penghasilan dari pekerjaan 

mengutip cokelat dan mencuci motor, tergugat I dianggap belum 

dewasa. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini 

menunjukan aliran positivisme yang kental dalam pemikiran 

hakim. Majelis hakim menerjemahkan ketentuan dewasa secara 

gramatikal, tanpa meliha perkembangan yang hidup di masyarakat. 

Merujuk pada ketentuan UU No.  Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak, di mana seseorang yang telah berumur 18 tahun tidak lagi 

disidangkan menurut acara peradilan anak, tetapi menurut acara 

sebagaimana orang dewasa, menunjukkan bahwa pada umur 18 

tahun, seseorang dianggap telah mampu berbuat dalam hukum dan 

mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum. Dari 

ancaman pidana yang dijatuhkan, terhadap tergugat 1 dijatuhkan 

ancaman pidana penuh (tanpa dikurangi 1/2) karena dianggap telah 

mampu bertanggung jawab penuh dalam hukum, dan karenanya 

menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. 

b. Permohonan Perwalian 
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1). Penetapan Pengadilan Negeri Barabai No 18/Pdt.P/1985/PN.Brb 

tanggal 30 Agustus 1985.
34

 

Majelis hakim menguraikan ukuran untuk menilai anak yang 

di bawah umur (belum dewasa) adalah yang belum berumur 21 

Tahun. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya, hakim 

menguraikan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang 

menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada 

di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, 

namun dalam pertimbangan selanjutnya hakim menegaskan 

kembali bahwa pengertian anak dalam hal ini adalah anak yang 

belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.  

Penetapan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi hakim 

dalam menentukan batasan umur untuk menetapkan seseorang 

belum dewasa atau masih di bawah umur. Pertimbangan hakim 

tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum untuk seseorang 

yang berumur di atas 18 tahun dan di bawah 21 tahun. Bagaimana 

bisa, seorang yang tidak lagi berada di bawa kekuasaan wali (atau 

orang tuanya), namun masih dianggap belum dewasa. 

2).  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38/Pdt.P/2009/PN. 

Jakpus Tanggal 11 Mei 2009.
35
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 http://putusan.mahkamahagung.go.id>perdata>.htm, Diakses Pada Tanggal 30 

Mei 2016, Pada Pukul 21. 10 WIB 
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 Ibid., diakses pada tanggal 30 Mei 2016 pada pukul 21.10 WIB 
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Hakim menggunakan batasan umur dewasa 21 tahun dengan 

pertimbangan ”Bahwa istilah belum dewasa yang dipakai dalam 

beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia 

adalah setiap orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan 

tidak lebih dahulu telah kawin.” Dalam hal ini, hakim tidak 

menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud. 

Terlebih lagi merujuk pada peraturan yang beragam di Indonesia 

dimana antara satu peraturan dan lainnya berpotensi 

menimbulkanperbedaan penerapan hukum. Pertimbangan hakim 

yang seperti ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum. 

c .Gugatan Perceraian dan Hak Asuh 

(1) Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg 

tanggal 24 Juli 1974 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera 

Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 

Agustus 1975. 36 

Dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah 

berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan 

yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun. Dalam hal 

ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum 

berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum 

dewasa sehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahinya 

sampai anak tersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi di mana anak 

                                                           
36

 Ibid,. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2016 Pada Pukul 21.15 WIB 
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tersebut telah dewasa, dan karenanya telah mampu bertanggung 

jawab penuh dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. 

Dalam kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI 

No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim 

membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di 

mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah 

berkewajiban untuk memberian nafkah kepada anak hasil 

perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. 

Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada 

di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 

21 Tahun.  

Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah 

dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan 

karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan 

ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 

mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang 

tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun. 

3. Analisis Metode Hakim Dalam Penerapan Konsep Kecakapan Hukum 

Berdasarkan Usia. 

Sebagaimana diuraikan pada penjelasan terkait dengan tema 

penelitian ini, dari aspek peraturan perundang-undangan, tampak bahwa 

batasan umur yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan kecakapan 
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berbuat dalam hukum pada peraturan perundang-undangan tidak memiliki 

keseragaman. 

Kualifikasi yang digunakan bervariasi antara satu aturan hukum 

dengan aturan hukum lainnya. Dalam kondisi ini, hakim sebagai eksekutor 

penegakan hukum dituntut untuk dapat merumuskan segala hal yang 

berkaitan dengan batas usia seseorang dipandang cakap secara hukum 

dengan jelas pada pertimbangan hukum dalam setiap putusannya. Hal ini 

ditujukan untuk memberikan keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak 

orang-orag yang berperkara. 

Namun yang menjadi sisi ironi, ketidaksempurnaan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pluralisme kecakapan hukum justru 

dalam beberapa kasus diikuti oleh hakim dengan memberikan dasar 

pertimbangan yang ambigu terkait dengan batasan umur dalam 

menentukan kecakapan hukum. Dalam pertimbangannya, hakim hanya 

menyebutkan bahwa seseorang tergolong berada di bawah umur tanpa 

memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dasar hukum yang dijadikan 

alasan penetapan. Dengan demikian, seolah mensiratkan bahwa Hakim 

menganggap ketidakseragaman penentuan batas usia cakap atau dewasa 

menurut hukum bukanlah suatu permasalahan yang urgen dan tidak akan 

menjadi masalah meskipun metode penerapan hukum oleh hakim tidak 

didasarkan pada satu aturan hukum yang jelas. 

Namun pada beberapa kasus yang lain, beberapa hakim 

menggunakan metode penafsiran secara gramatikal terhadap peraturan 
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perundang-undangan dalam menerapkan hukum. Terkait dengan 

kecakapan dalam hukum yang oleh Pasal 1330 BW ditentukan suatu 

kondisi tidak berada di bawah umur, hakim kemudian merujuk pada pasal 

330 BW yang mengatur tentang batasan umur untuk menentukan kondisi 

di bawah umur, yaitu belum genap berumur 21 tahun. Dalam hal ini, dapat 

dianalisis bahwa hakim menafikkan ketentuan dalam Pasal 47 dan 50 UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak satu pun ketentuan 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang 

kondisi dewasa ataupun di bawah umur sehingga eksistensi Pasal 330 BW 

dianggap masih tetap berlaku. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan 

hakim yang mendasarkan kecakapan pada batasan umur 21 tahun. 

Kemudian sebagian lain dari produk putusan atau penetapan 

pengadilan, menunjukkan bahwa hakim-hakim menggunakan metode 

penafsiran secara konseptual terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam menerapkan hukum. Terkait dengan kecakapan hukum, hakim 

merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dalam hal ini, dapat dianalisis bahwa hakim berpandangan 

dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka suatu 

kondisi kecakapan dalam hukum adalah kondisi di mana seseorang mampu 

bertanggung jawab secara penuh, tidak lagi berada di bawah kekuasaan 

orang tua ataupun perwalian, yaitu telah berumur 18 tahun.  

Dalam hal ini, meskipun tidak satu pun ketentuan dalam UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tidak berlakunya Pasal 330 
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BW, dengan Pasal 47 dan 50, telah terjadi perubahan batasan umur untuk 

menentukan kecakapan dalam hukum secara yuridis, yaitu dari 21 tahun 

menjadi 18 tahun. 

 

 


